
BABI 

PENDAHULUAN 

Pada mulanya manusia dilahirkan kedunia u11 adalab seorang diri, namun 

karena manusia iru tidak akan hidup sendiri dan saling membutuhkan orang lnin 

maka terjadilah sekelompok mrumsia yang bidup dalam suatu tcmpat tertentu. 

Dari suatu tcmpat tertentu irulah yung akan menimbulkan bcrbagai anggota 

masyarakat yang tcrdiri dari bcrbagai macam karaktcr. 

Dalam kehidupan sehari-hari olch masyarakat itu tentu saja membutuhkon 

segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan bidupn)a. Dcngan adanya anck:i 

ragam kebutuhan tcrsebut terjadilah masolnh-masalah yang harus d1hadapi dolam 

kchidupan schnri-bari karcnn sesuatu yang dibutuhkan sang:11 minim jumlahnya 

b1la dibandingbn dengan banyaknya orang unruk mcmenuhi kt!butuhan lcrsebuc, 

maka dengan cara tersendiri dari masing-masing pihak lcntu bcrusaba wlluk 

mcncapai apa yang harus dmginkan. 

Apabila uraian diatas kita bubungkan dcngon keadaan sek:irang ini yaitu 

dimana langkahnya lowongan pekcrjann, scmentara itu dis1s1 lain kebutuhan 

masyarakat itu akan mcningkat baik indiviu atnupun keluargn, st:hingga 

meningkatnya angka kejahatan yang lebih jauh lagi. Yang menycbabkan 

m3>yarakat tersebut dengan keadaan tcrpaksa untuk melakuknn tindak pidana 

\'2Ilg melawan hukum. Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan 

scbagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana yang juga discbut 

g.m delik.1 Menurut wujud dan sifotnya, perbuatan-perbuatnn pidana ini adalah 

Moetyatno, Ptrbuocon Pldono don Pertonggung/owobon Do/om Hukum Pldono, Pidato Dies 
unfverS1tas Gajan Mada, 1955, halaman 9 
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perbuatan-perbuatan yaog mclawao hukum. Pcrbuatan-pcrbuotan ini juga 

merugikan masyarakat, dalom orti bcrtcntangan dcngan atau mcnghambat akan 

terlaksananya dalam tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan 

ndil. Dapat pula dikarakan bahwa perbuatan ini adalah pcrbuatan yang antisocial. 

Tetap1 tidaklah semua perbuatan yang mclawan hukum atau yang bersifot 

mcrugikan masyarakat dapnt disebut dcngan perbuatan pidana. Tidnklah semua 

perbuatan ynng merugikan masyarakat dibcri sanks1 p1dana. Beguu pula, tidaklah 

dapar kita mcngatakan bahwa hanya pcrbuntan-pc1 buatan yang menimbulkan 

kerugian yang besar saja yang dijadikan perbuatan pidana, adnlah kewajib:in 

Pcmerintah untuk dengan bijoksana menycsuaikan apn-apa soja ynng ditentukan 

$Cbagai perbuatan pidana itu dcngan perasaan hulnun yang hidup di dalam 

masyarakat. Pcnentuan iru JUga dipcngaruhi oleh pandangan-pandangan, apJkah 

:rncaman dan penjatuhan pidana iru adalah jalan utama unruk mcnccg:ih 

, 

d1langgamya larangan-lar:mgan tersebut. • 

Jadi syarat utama dari adanya pcrbuatan pidana adalah kcnyataan bahwa 

ada atur:uJ yang melarang dan menganc:un dcngan pidana barang siapa yang 

mdanggar larangan terscbut.oleh perbuatan itu, untuk menuntut penggantian 

kC"rUgian dalam lapangan hukum perdata. 

Mengenni penentuan perbuatan apa yang dipandang sebagai perbuatan 

p1dan3, kita menganut asas bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan 

sebagai dcmikian oleh suatu aturan undang-undang. Asas dcmikianlah yang 

chscbut dengan asas legalitcit. Oleb karena itu untuk perbuatan pidana ini sehari-

b:n JUga disebut dcngan kejahatan scdangkan perbuatan-perbuatan jelek Jainnya 

'V� Hamel, lnleid/ng tot dt Srud/e van het Ned. Strafrecht, 4e druk, 1927, halaman 160 UNIVERSITAS MEDAN AREA
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tidak ditcntukan oleh peraturnn undang-undang scbagai perbuatan yang dilarang 

dan diancam dengan pidana juga disebut orang kcjahatan , maka 1stilal1 kc1ahatan 

tidak dapal digunakan begitu saja dalam hukum pidana. 

Bcnarlali bahwa kejaliotan dalam hukum pidana merupakan pengenian 

yang menjadi pusnt perhatiannya. Tetapi batas-batas kejaliatan pada umumnya 

tidaklah sama dengan kejahatan dalam am hukum p1dana im b:uas-batasnya juga 

tidak sama dengan pcrbuatan pidana. Dimana kejahatan dalam hukum pidana 

adalal1 pcrbuatan pidana yang pada pokoknya diatur dalam Buku ke II Kitab 

Undang-undang hukum pidana dan dalam 3turan-aturan lain diluar K.U.H.P yang 

dinyatakan didalamnya itu sebagai kejahntan. 

Pcrbuatan pidnna adalah lebih luas dari kejahatan yang discbut diatas ini, 

kar�na Juga meliputi pelanggarnn-pclanggaran yaitu pcrbuatan pidana yang dnlam 

K.U.H P diatur dalam buku ke 114 dan thluar K.U.11.P dinyatakan dalam hap-tiap 

peracurnn terscbut sebagai pelanggaran. Ada yang lain Jagi yaitu kejahntnn yang 

bukan dalnm artian yuridis, karena mcnjadi objek dari ilmu pcngetaliu:in yang 

disebut dcngan kriminologi, maka sering disebut orang dalam artiau kriminologis. 

Kcjaliatan yang disebut akhir ini batas-bat:isnya tidaklali sama dengan kejahatan­

kejahatan dalam artian yuridis. 

Kejaliatan dnlam artian kriminologis adalah tiap kelakuan yang bersifat 

tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan bcgitu banyak ketidaktcnangan 

dalam suatu masyarakat tcrtcntu, sehingga masyarakat 1tu bcrhak uncuk 

mencelanya dan mcnyatakan pcnolakannya alas kelakuan itu dalam bentuk 

nestapa dengan senga1a diberikan karena kclakuan tersebut. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA




